
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 

NOMOR     9    TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

EKONOMI DALAM PROVINSI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
Menimbang   :   a.  bahwa bahwa dalam rangka mengatasi dampak akibat 

perubahan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 
bersubsidi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif 

angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten, tarif batas 
atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas 
ekonomi dengan kendaraan umum pada trayek antar kota, 

dan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan laut; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang 
Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif 

Angkutan Penyeberangan, Gubernur memiliki kewenangan 
untuk menetapkan tarif ekonomi untuk lintas penyeberangan 
antar kabupaten/kota dalam Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Tarif dan Penyelenggaraan Angkutan 
Ekonomis Dalam Provinsi;  

 
Mengingat  :        1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6777); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6642); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 

tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah 

Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas 
Ekonomi dengan Bus Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 496) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, 
Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang 

Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dengan Bus Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502); 
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 

tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam 
Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1593); 
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675); 
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan 
Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087); 
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12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 
tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan 

Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DAN 
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN EKONOMI DALAM PROVINSI. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 
Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah Provinsi. 
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 
Perhubungan. 

7. Kabupaten/Kota adalah Kabuten/Kota di Sulawesi Tengah. 

8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari 
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan 

di ruang lalu lintas jalan. 
9. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di 
ruang lalu lintas. 

10. Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada 

umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana 
khusus. 

11. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari 
pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi 

dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, 
pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta 
pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi 

informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. 

12. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal 

pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan 
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna 

Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan 
teratur. 
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13. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah 
persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan 

kendaraan bermotor dijalan mengenai jenis dan mutu 
pelayanan yang berhak diperoleh. 

14. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 

Umum yang selanjutnya disebut sistem Manajemen 
Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan 

yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan 
oleh Perusahaan Angkutan Umum secara Komprehensif dan 

terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan 
mengelola resiko kecelakaan. 

15. Kartu elektronik standar pelayanan adalah kartu yang 

memuat data kendaraan dan izin penyelenggaraan. 

16. Tarif angkutan adalah daftar yang memuat harga pemakaian 

jasa angkutan yang disusun secara teratur. 

17. Surat muatan barang adalah suatu yang menerangkan, 

jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, 
data awak kendaraan serta tujuan pengirim. 

18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri 

atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor. 

19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan 
dipungut bayaran. 

20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan 
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) 
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak 

lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

21. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang 

memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang 
pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi. 

22. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor 
yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin 
dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.  

23. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum 
atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang 

menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus. 

24. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum 

yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 
25. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain 

pengemudi dan kendaraan. 

26. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun 
dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki 

kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan 
transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan 

yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. 

27. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik 

yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang 
transportasi darat. 

28. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang 

dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa 
Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui 

aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif 
batas atas dan tarif batas bawah. 
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29. Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas 
yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan 

jalan. 
 

Pasal 2  
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi: 
a. Tarif Angkutan; dan 

b. penyelenggaraan Angkutan. 
 
 

BAB II 
TARIF ANGKUTAN 

 
Bagian Kesatu 

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten 
 

Pasal 3  
(1) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang 

selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri 

atas : 
a. Tarif  penumpang; dan 
b. Tarif  kendaraan barang beserta muatannya. 

(2) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari : 

a. Lintas Luwuk – Saiyong;  
b. Lintas Luwuk – Banggai;  

c. Lintas Banggai – Boniton; dan 
d. Lintas Wakai – Toboli. 

(3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan. 

 
Pasal 4  

Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan 

dalam 9 (sembilan) golongan   yaitu: 
a. golongan I berupa sepeda; 

b. golongan II berupa sepeda motor kurang dari 500 (lima ratus) 
sentimeter kubik dan gerobak dorong; 

c. golongan III berupa sepeda motor besar yang memiliki 

kapasitas lebih 500  (lima ratus) sentimeter kubik dan 
Kendaraan Roda 3 (Tiga); 

d. golongan IV berupa: 
1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, 

sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 
meter; atau 

2. mobil barang berbentuk mobil bak muatan terbuka, mobil 

bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda 
(double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) 

meter; 
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e. golongan V berupa : 
1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus 

dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 
(tujuh) meter; atau 

2. mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran sedang 

dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 
(tujuh)  meter; 

f. golongan VI berupa: 
1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus 

dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai 
dengan 10 (sepuluh) meter; atau 

2. mobil barang (truck)/tangki ukuran panjang lebih dari 7 

(tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan 
sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan; 

g. golongan VII berupa mobil barang (truck) tronton, mobil 
tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat 

berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 ( sepuluh) meter 
sampai dengan 12 (duabelas) meter; 

h. golongan VIII berupa mobil barang (truck) tronton, mobil 

tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat 
berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter 

sampai dengan 16 (enam belas) meter; dan 
i. golongan IX berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, 

mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat 
dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter. 

 

Pasal 5  
(1) Tarif Angkutan Penyeberangan alat-alat berat/besar dengan 

berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal yang 
membidangi urusan perhubungan darat. 

(2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk barang yang tidak 
berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan 

penyeberangan. 

Pasal 6  
Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a belum termasuk iuran 

Wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 7  
Badan Usaha yang bergerak di bidang angkutan penyeberangan 

di wilayah Provinsi melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif 
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan secara periodik setiap 

bulan kepada Dinas. 
 

Pasal 8  
Setiap pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus 
memperoleh persetujuan Gubernur. 
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Pasal 9  
(1) Pengawasan pelaksanaan Tarif Angkutan Penyeberangan 

lintas antar Kabupaten dilakukan oleh Dinas dan Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 
pengawasan. 

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal 

dan kabupaten/kota. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tarif angkutan. 

 

Bagian Kedua 
Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang  

Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum  
Pada Trayek Antar Kota 

 

Pasal 10  
Tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang 

kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum pada 
trayek antar kota Dalam Provinsi tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini.  
  

Pasal 11   
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sudah 
termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan 

penumpang. 
 

Pasal 12  
(1) Tarif angkutan penumpang umum ekonomi ditetapkan 

oleh Gubernur. 

(2) Seluruh pengusaha angkutan wajib : 
a. menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan 

ketentuan :  
1. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik 

jalan kendaraan bermotor; 
2. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan 

izin trayek/izin operasi yang dimiliki; 

3. ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara 
mengemudi dan tata cara berlalu lintas; 

4. menaikkan dan menurunkan penumpang pada 
tempat yang telah ditentukan; 

5. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan merupakan pengemudi 

serta pegawai tetap perusahaan; 
6. menyediakan peralatan di pool kendaraan dan 

secara proaktif meneliti kelaikan  kendaraan yang 
akan dioperasikan; dan 

7. menyelenggarakan pelatihan bagi mekanik; 
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b. meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan 
ketentuan: 

1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu 
sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan 
sampai tujuan; 

2. memelihara kebersihan dan kenyamanan 
kendaraan yang dioperasikan; 

3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada 
penumpang dengan sopan; 

4. mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan 
pakaian seragam yang menggunakan tanda 
pengenal perusahaan; 

5. membawa kartu pengawasan dalam pengoperasian 
kendaraan; dan  

6. menyelengarakan pelatihan bagi pengemudi/awak 
kendaraan secara berkala. 

 
 

Pasal 13  
(1) Tarif dasar angkutan antar kota dalam Provinsi kelas 

ekonomi ditetapkan sebesar Rp 458,00 (empat ratus lima 

puluh delapan rupiah) per Penumpang per kilometer. 
(2) Tarif batas bawah Angkutan Sewa Khusus Per kilometer 

ditetapkan sebesar Rp. 2.550 Tarif (dua ribu lima ratus 

lima puluh) dan Tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus 
Per kilometer ditetapkan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu 

rupiah). 
(3) Tarif Angkutan Umum Non Ekonomi dan tarif angkutan 

barang ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Antara 
Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. 

 

 
Pasal 14  

(1) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berdasarkan tugas, 
fungsi dan kewenangan masing-masing instansi. 

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kepolisian daerah lingkup Provinsi; 

b. Dinas; 
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan 

fungsi di bidang pendapatan; 
d. Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan; dan 

e. penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan. 

 
Bagian Ketiga 

Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Antar 
Kabupaten/Kota 

 

Pasal 15  
(1)  Tarif Penumpang Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut tarif penumpang angkutan laut terdiri 
atas Tarif penumpang kelas ekonomi.  
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(2)   Tarif Penumpang Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari : 

a. Lintas Luwuk – Salakan;  
b. Lintas Luwuk – Banggai;  
c. Lintas Luwuk – Leme-leme; 

d. Lintas Luwuk – Bolonan; dan 
e. Lintas Luwuk – Lumbi -lumbia. 

(3)   Tarif Penumpang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesusai dengan 
peraturan perundang-undangan yang mengenai tarif 

penyelenggaraan angkutan Laut. 

 
Pasal 16  

Tarif Penumpang Angkutan Laut untuk barang bawaan yang 
melebihi dari yang ditentukan, tarifnya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan dengan 

penyedia jasa angkutan. 

 

Pasal 17  
Tarif Penumpang Angkutan Laut untuk penumpang kelas ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sudah termasuk biaya 

asuransi kecelakaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 18  
Para pelaku usaha Angkutan Laut yang tergabung dalam asosiasi 

maupun tidak, harus melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif 
Penyelenggaran Angkutan Laut secara periodik setiap bulan kepada 

Dinas. 
 

Pasal 19  
Setiap Pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus 
memperoleh persetujuan Gubernur. 

 
 

Pasal 20  
(1) Pengawasan pelaksanaan Tarif penumpang kelas ekonomi 

angkutan laut antar kabupaten/kota ini dilakukan oleh Dinas 

dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan 
fungsi di bidang pengawasan. 

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan 
Kabupaten/Kota. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tarif angkutan. 
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BAB III 
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

 
Bagian Kesatu  

Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum  

 
Paragraf 1 

Kriteria Pelayanan 
 

Pasal 21  
(1) Setiap Perusahaan Angkutan Barang Umum yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha harus memilki izin 

penyelenggaraan Angkutan Barang Umum. 
(2) Izin menyelenggarakan angkutan barang umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas: 
a. keputusan tentang izin penyelenggaraan angkutan; dan 
b. kartu Pengawasan berupa kartu elektronik. 

(3) Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin 
penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a adalah sebagai berikut: 
a. memenuhi registrasi untuk mendapatkan Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

b. dokumentasi Kendaraan 3 (tiga) dimensi; 

c. lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku 
kartu uji elektronik yang dilakukan oleh unit pengujian 

berkala kendaraan bermotor  yang terakreditasi; 
d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang 

Umum; 
e. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan; 
f. dilengkapi dengan surat muatan barang; 

g. tulisan nama Perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, 
nomor telpon, dan nomor uji kendaraan disamping kiri dan 

kanan pada pintu depan mobil barang; 
h. nomor Pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan 

kanan pintu bagian belakang mobil barang; 
i. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor; 
j. menempatkan perangkat sistem Global Posioning system 

pada setiap mobil barang; 
k. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang 

dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku dalam 
mengoperasikan kendaraan; 

l. menerapkan e-logbook; dan 
m. memiliki sertifikat kompetensi tata cara bongkar muat 

barang umum. 
 

Pasal 22  
(1) Tarif Angkutan barang umum ditetapkan berdasarkan 

perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. 
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(2) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Gubernur. 
 

Paragraf 2 

Pengusahaan 
 

Pasal 23  
(1) Pengusahaan angkutan barang umum dengan kendaraan 

jenis muatan sebagai berikut: 

a. muatan Umum; 
b. muatan Logam; 

c. muatan barang Pokok; 
d. muatan Barang Penting; 

e. muatan Kayu; 
f. muatan yang dimasukan ke dalam Palet/dikemas; 
g. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan 

h. kaca lembaran. 
(2) Pengusahaan Angkutan Barang umum dilakukan oleh badan 

usaha. 
(3) Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Badan usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik 

Daerah/Badan usaha Milik Desa; dan 
c. Koperasi. 

 
Paragraf 3 

Perizinan 
 

Pasal 24  
Setiap perusahaan Angkutan Barang Umum harus memiliki izin 
penyelenggaraan Angkutan Barang Umum. 

 
 

Pasal 25  
(1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 berupa dokumen yang terdiri atas: 

a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang 
Umum; dan 

b. kartu Pengawasan berupa Kartu Elektronik. 

(2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang 
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 

kepada pimpinan perusahaan Angkutan Barang Umum. 
(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada 
setiap kendaraan barang umum. 

(4) Format kartu pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
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Pasal 26  
(1) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang 

Umum dan Kartu Pengawasan Elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan oleh 
Dinas yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi. 
(2) Dokumen persyaratan Pemberian Keputusan tentang izin 

penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. nomor pokok wajib pajak perusahaan angkutan barang; 

b. Akte pendirian perusahaan angkutan barang (Perseroan 
Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik 

Desa dan Koperasi); 
c. Surat keterangan domisili perusahaan; 

d. Surat Izin berusaha; dan 
e. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 
 

 
Pasal 27  

(1) Kartu elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) huruf b diberikan oleh Dinas. 

(2) Kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

selama 1 (satu) tahun dan dilakukan perpanjangan untuk 
tahun berikutnya. 

 

Paragraf 4 

Pengawasan 
 

Pasal 28  
(1) Pengawasan angkutan barang umum dilakukan untuk 

mengevaluasi kinerja perusahaan angkutan barang umum. 

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi 
aspek keamanan dan keselamatan, administrasi dan aspek 
tekhnis kendaraan/pemastian pemenuhan persyaratan 

tekhnis dan laik jalan, melalui kartu pengawasan dan sistem 
aplikasi manifest elektronik, global postioning system, e-

logbook untuk monitoring secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan dilapangan berdasarkan laporan. 

(3) Dalam hal perusahaan Angkutan barang mengalami 
penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan 

angkutan, pemberi perizinan berusaha dapat meninjau ulang 
perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum 
yang diberikan kepada perusahaan angkutan barang umum 

yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan 
evaluasi kinerja perusahaan angkutan barang umum yang 

dilakukan secara berkala. 
(4) Dalam hal pengawasan terhadap perizinan angkutan barang 

umum dilakukan oleh: 
a. petugas dari pemberi perizinan berusaha dan pemerintah 

pusat yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan 

angkutan barang umum; 
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b. petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor 
dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas 

angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam unit 
pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan 

c. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas 

dan angkutan jalan yang didampingi oleh petugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengawasan 

dijalan. 
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

 

Pasal 29  
Dalam hal kendaraan angkutan barang umum yang dioperasikan 

di jalan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, dilakukan 
penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

 
Paragraf 5 

Pembiayaan 
 

Pasal 30  
(1) Biaya administrasi terkait pengurusan izin penyelenggaraan 

angkutan barang disesuaikan dengan Keputusan Gubernur 

tentang standar biaya umum. 
(2) Biaya kartu pengawasan angkutan barang dengan kartu 

pengawasan elektronik diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berlaku 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk tahun 
berikutnya. 

 
Bagian Kedua  

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 
 

Paragraf 1 

Kriteria Pelayanan Angkutan 
Sewa Khusus 

 
Pasal 31  

(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi 
kriteria pelayanan sebagai berikut: 

a. wilayah operasi berada di dalam  Kawasan  Perkotaan, 
dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul 

transportasi lainnya; 

b. tidak terjadwal; 
c. pelayanan dari pintu ke pintu; 

d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa; 

e. pengguna kendaraan harus melalui pemesanan 
aplikasi dan tidak menaikkan penumpang secara 
langsung di jalan; 
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f. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis 
teknologi informasi; dan 

g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang 
ditetapkan. 

(2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan 
Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum 
minimal 1.000 (seribu) sentimeter kubik; 

b. kendaraan yang dipergunakan meliputi: 
1. mobil penumpang sedan dan/atau mobil 

penumpang bukan sedan; 

2. usia maksimal kendaraan 5 (lima) tahun; 
3. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor 

dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai 
dengan data di aplikasi, atau sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan 

Minimal; 

5. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan 
besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan 

identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera 
diaplikasi; 

6. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja 
pengemudi yang dapat merekam kecepatan 
kendaraan dan perilaku pengemudi dalam 

mengoperasikan kendaraan; 

7. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus; dan 

8. mencantumkan alamat surat elektronik dan 
nomor telepon layanan pengaduan masyarakat 
yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah 

terbaca oleh Pengguna Jasa. 

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

(4) Setiap pengemudi dan/ atau pemilik Angkutan Sewa 
Khusus tidak diperbolehkan: 

a. menggunakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan 
Angkutan  Sewa Khusus dan juga lebih dari 1 (satu) 
penyedia aplikasi; dan 

b. mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang 
dioperasikan sesuai dengan yang terdaftar pada 

perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan penyedia 
aplikasi. 
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Paragraf 2 
Penetapan Wilayah Operasi dan Kebutuhan 

Kendaraan Angkutan Sewa Khusus 

 
Pasal 32                            

(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu 

dengan wilayah operasi dibagi dalam 13 (tiga belas) zonasi 
pelayanan dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

(2) Penetapan zonasi pelayanan Angkutan Sewa Khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan: 

a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan; 

b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus; 
c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; 

d. tersedianya prasarana jalan yang memadai; dan 

e. jumlah penduduk dan karakteristik wilayah. 

 

Pasal 33  
(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan untuk  angkutan 

sewa khusus paling sedikit memuat: 
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan; 

b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan 
perjalanan; 

c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan; 

d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi 
sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan 

e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah 
Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan: 

1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan 

2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan 
melayani. 

(2) Pembagian wilayah operasi dan rencana kebutuhan 
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan 
Gubernur ini. 

(3) Terhitung 6 (enam) bulan sejak Perusahaan memperoleh izin 
penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi 
kuota sesuai izin yang ditetapkan. 

(4) Jika pemilik izin tidak mampu memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat 
mengalihkan kuota dimaksud kepada pemohon lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Gubernur dapat menyesuaikan alokasi jumlah kebutuhan 
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan permintaan permohonan izin dari masing-masing 
zona. 

(6) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 
terhadap kebutuhan kuota kendaraan yang telah ditetapkan. 
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Paragraf 3 
Pengusahaan Angkutan 

 
Pasal 34  

(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin 
penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 

(2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai retribusi 
Daerah. 

(3) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur. 

 

Pasal 35  
(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1) harus berbentuk badan hukum 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berbentuk: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Perseroan Terbatas; atau 

d. Koperasi. 
(3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh 
pelaku usaha mikro atau pelaku usaha mikro kecil menegah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

Pasal 36  
(1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa: 

a. izin bagi pemohon baru; 
b. pembaruan masa berlaku izin terdiri dari: 

1. Pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Sewa Khusus; dan 

2. Pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar 
Pelayanan; 

c. perubahan dokumen izin, terdiri atas: 
1. Penambahan Kendaraan; 
2. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau 

rusak; 
3. Perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa 

Khusus; dan/atau 

4. Penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan;  

d. pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. 
(2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan 

Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak 
mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c. 
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(3) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format 

dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

 
Pasal 37  

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mengikuti 
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik atau Online Single Submission. 

 

 
Pasal 38  

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Gubernur 

dengan memenuhi persyaratan: 
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan 

terakhir; 
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan Hukum dan 
Hak Asasi Manusia; 

c. Surat Izin Usaha Perdagangan; 

d. Tanda Daftar Perusahaan; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; 

f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang; 

g. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh 
kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan 

angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan 
ditandatangani pimpinan perusahaan; 

h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau 
bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan 

fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai 
dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 

i. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan 
kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu 
menampung sejumlah kendaraan yang dimiliki; dan 

j. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil 
evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi 
Angkutan Sewa Khusus. 

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan 

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.  

(3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan. 

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan surat 
penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. 
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(5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus beserta Kartu Elektronik Standar Pelayanan 

Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya dokumen secara lengkap. 

 

 
Pasal 39  

(1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan 
kepada Gubernur, dilengkapi dengan laporan pelayanan 

Angkutan Sewa Khusus yang izinnya diperbarui. 

(2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa 
berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administratif. 

(3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah 

berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan 
diberlakukan sebagai pemohon baru. 

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), antara lain: 
a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin; 

b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus yang telah dimiliki; 

c. salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku 
atas nama perusahaan; dan 

d. salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan 
bermotor yang masih berlaku. 

(5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah 

diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen 
permohonan diterima secara lengkap. 

(6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat 
Penolakan Angkutan Sewa Khusus disertai alasan paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan 
diterima secara lengkap. 

 
Pasal 40  

(1) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik 
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Kepala Dinas 

dilengkapi dengan persyaratan adminstratif. 

(2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik 
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelum berakhir masa berlaku. 

(3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku Kartu 
Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku, maka 
permohonan pemohon dikenai sanksi administratif. 
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(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain: 

a.  surat permohonan pembaruan masa berlaku Kartu 
Elektronik Standar Pelayanan; 

b.  Salinan Surat Keputusan Penyelenggaraan Angkutan 

Sewa Khusus yang telah dimiliki; 
c.  Salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih 

berlaku atas nama perusahaan; dan salinan bukti 
lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor yang 

masih berlaku. 

(5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas memberikan 
Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang telah diperbarui 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan 
diterima secara lengkap. 

(6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas memberikan 

Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. 

 

Pasal 41  
(1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan 

kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 
huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur dengan 

dilengkapi: 
a. surat permohonan penambahan kendaraan; dan 

b. salinan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang 
telah dimiliki. 

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan 

Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa 
Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen 

permohonan diterima secara lengkap. 

(3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan. 
(4) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat 
Penolakan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan 
diterima secara lengkap. 

 

(5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus beserta Kartu Elektronik Standar Pelayanan 

Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya dokumen secara lengkap. 

 
 

Pasal 42  
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri 

atas: 

a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus; dan 

b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan. 
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(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa 
Khusus. 

(3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan 

yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan 
wajib diperbarui setiap tahun. 

 

 
Pasal 43  

(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa 
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf 
a meliputi: 

a. surat keputusan izin paling sedikit memuat: 

1. nomor surat keputusan; 

2. jenis pelayanan; 
3. nama perusahaan; 

4. nomor induk berusaha perusahaan; 
5. nama pimpinan perusahaan; 
6. alamat perusahaan; dan 

7. masa berlaku izin; dan 
 

b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan 
Bermotor Umum minimal memuat: 

1. nomor surat keputusan; 
2. nama dan domisili perusahaan; 

3. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan; 
4. nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan; 
5. tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum; 

6. merek Kendaraan Bermotor Umum; 

7. tahun pembuatan; 

8. daya angkut orang; dan 

9. nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum. 

(2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b minimal memuat: 

a. nomor surat keputusan; 

b. nomor induk Kendaraan; 
c. nama perusahaan; 

d. nama pimpinan perusahaan; 
e. masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan; 

f.  wilayah operasi; 
g. tanda nomor kendaraan bermotor; 
h. daya angkut; dan 

i. riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen 
Pemegang Merek. 

(3) Format surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan 
Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu 
Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 44  

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1) harus:  

a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin 
penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan; 

b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; 

c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk 
perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan 

hukum; 
d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha 

mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat 
pernyataan; 

e. mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook; 

f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa; 
g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib 

dan tanggungjawab pengangkut; 
h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, 

manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang 
sakit; 

i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan 

kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan 
j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau 

Gubernur sesuai dengan kewenangan. 

 

Paragraf 4 
Penggunaan Aplikasi Berbasis 

Teknologi Informasi 
 

Pasal 45  
Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1) dapat menyelenggarakan aplikasi di 

bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama 
dengan Perusahaan Aplikasi. 

 

 
Pasal 46  

 Perusahaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

dilarang: 
a. menetapkan tarif; 

b. melakukan rekrutmen pengemudi; 
c. memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan 

angkutan yang belum memiliki izin; dan 

d. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang 
telah ditetapkan. 

 
 

Pasal 47  
(1) Perusahaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

wajib: 

a. berbadan hukum Indonesia; 
b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi; 
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c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. memberikan akses   kepada Gubernur sesuai dengan 
kewenangan; 

e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang 

kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan 
Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar 

Pelayanan; 
f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus 

yang telah memiliki izin penyelenggaraanAngkutan Sewa 
Khusus dalam merekrut pengemudi; dan 

g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab 

kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi. 
(2) Akses digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d paling sedikit memuat: 
a. nama perusahaan, penanggungjawab, dan alamat 

Perusahaan Aplikasi; 
b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang 

bekerja sama; 
c. data seluruh Kendaraan dan pengemudi; 

d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data 

transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan 
tujuan perjalanan dan tarif; dan 

e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat 
elektronik Perusahaan Aplikasi. 

 

 
Paragraf 5 

Pengawasan 

 
Pasal 48  

(1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh 

petugas pengawas kendaraan bermotor. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau 
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi 

sesuai dengan wilayah operasi. 

(4) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas 

dan Angkutan jalan; dan/atau 

b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
 

Pasal 49  
(1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 dilakukan terhadap pemenuhan: 

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih 
berlaku; 

b. Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku; 

 

 

 
 



 

- 23 - 
 
 
 

c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;  

d. tarif Angkutan Sewa Khusus; dan 

e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa 
Khusus. 

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. pengemudi; dan 

b. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus. 

(3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak 
memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat 
melakukan evaluasi izin penyelenggaraan yang diberikan 

kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
 
 

Paragraf 6 
Perlindungan Masyarakat 

 
Pasal 50  

Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus 

harus: 
a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal; 

b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa; 
dan 

c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan 
identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di 
aplikasi. 

 
Pasal 51  

(1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa  
Khusus diberikan terhadap: 

a. penumpang; dan 

b. pengemudi. 

(2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: 

a. keselamatan dan keamanan; 

b. kenyamanan; 
c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan 

penumpang; 
d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan 

e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif 
yang telah ditetapkan per kilometer. 

(3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi: 
a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah 

pengemudi; 
b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka; 

c. kriteria pengenaan pengnonaktifan; 
d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan;
e. klarifikasi; 
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f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha kemitraan; dan 

g. pendaftaran ulang. 
(4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai 

pengnonaktifan. 

 

Paragraf 7 
Peran Serta Masyarakat 

 
Pasal 52  

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam 

penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas 

dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di 

bidang Angkutan Sewa Khusus; 

b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus 

yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus 

dan Perusahaan Aplikasi; 

c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas 

dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan 

Sewa Khusus; dan/atau 

d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus 

dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran Angkutan Sewa Khusus. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Gubernur baik secara elektronik maupun 

non elektronik.

(4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan 

pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. 

 

 

Paragraf 8 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 

 
Pasal 53  

(1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi: 

a. pelanggaran ringan; 
b. pelanggaran sedang; dan 

c. pelanggaran berat. 
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(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan 
kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi; 

b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili 

perusahaan dan/atau koperasi; 
c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Sewa 

Khusus secara berkala; 

d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan; 

e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan 
yang dioperasikan; 

f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan 

g. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi. 

(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 
a. pelanggaran besaran tarif angkutan; 

b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan 
tanggungjawab pengangkut;

c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan; 

d. tidak mengembalikan surat keputusan izin 
penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar 
Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan 

Angkutan Sewa Khusus; 

e.  mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi 

dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang 
bersangkutan; 

f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis 
pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki; 

g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat 
bagi pengemudi; 

h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang 
ditetapkan; dan 

i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas 
pelanggaran ringan. 

(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c meliputi: 
a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan ganda; 

b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi 
yang telah ditetapkan; 

c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu 
Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala 
kendaraan dari Agen Pemegang Merk; 

d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda 
Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, 

dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai 
dengan standar dari Agen Pemegang Merk; 
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e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku 
izin penyelenggaraannya; 

f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga 
menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban 

jiwa; dan 

g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas 
pelanggaran sedang. 

 

Pasal 54  
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

diperoleh melalui: 

a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa 
kendaraan bermotor; 

b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 
Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; 

c. laporan dari masyarakat; 

d. informasi dari media massa; dan/atau 

e. laporan dari Perusahaan Aplikasi. 
(2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, memuat: 

a. identitas pelapor; 
b. waktu dan tempat kejadian; 

c. jenis pelanggaran; 

d. identitas Kendaraan; 

e. korban pelanggaran; dan/atau 

f. identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan/atau 

Pengemudi. 
(3) Laporan atau  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 

(2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
ditindaklanjuti.

 
Pasal 55  

(1) Gubernur melalui Dinas memberikan sanksi administratif 
kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan 

laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan 

c. pencabutan izin penyelenggaraan. 

(3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan 

pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 56   

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dikenakan paling 

banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 

(tiga puluh) hari. 

(2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak 

melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa 

pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan. 

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak 

melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa 

pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

 
 

Pasal 57  

(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

53 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa 

surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. 

(2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin 

penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak 

diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) 

bulan. 

 
Pasal 58  

(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
53 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif 

berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan 
kedua. 

(2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin 

penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 
lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan 
memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan. 

 

 
Pasal 59  

(1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa 

pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

pencabutan izin penyelenggaraan. 
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 BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 60  

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah 
dikeluarkan sebelum Peraturan Gubernur ini    
diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu izin yang bersangkutan. 

 

Pasal 61  

Kuota jumlah Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa 

Khusus yang telah beroperasi sebelum Peraturan Gubernur 
ini diundangkan ditetapkan sebagai kebutuhan Kendaraan 

Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus, setelah melalui 
evaluasi dan pembahasan unsur pemangku kepentingan 

terkait. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 62  

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi 
wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 

Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan. 

 

Pasal 63  

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 

45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan 
Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 
Nomor 367);  

b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 

2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar 
Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 338);  
c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 

2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan 
Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum Pada 
Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 339);   
d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 
Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah 

Angkutan Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum 
Pada Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 
Nomor 366); 
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e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur 

Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas 
Bawah Angkutan Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan 

Umum Pada Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2014 Nomor 460);  
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar 

Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 
2014 Nomor 808); 

g. Keputusan Gubernur Nomor 550.2/203.1/DISHUB-
G.ST/2021 tentang Penetapan wilayah operasi, rencana 

kebutuhan kendaraan bermotor umum dan tarif angkutan 
sewa khusus di Provinsi Sulawesi Tengah; dan 

h. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Tengah Nomor 552.1/24/Dishub tentang Tarif Angkutan 
Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten (Wakai-Toboli) 

Dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal 64  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah. 
 

 
    Ditetapkan di Palu 

    pada tanggal 2 Mei 2023 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

ttd 
 

RUSDY MASTURA 
Diundangkan di Palu 

pada tanggal 2 Mei 2023 
               SEKRETARIS DAERAH PROVINSI        
                                                                                                  SULAWESI TENGAH, 

 
 

   ttd 
 

                NOVALINA 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 873 

 
 

 
 

 



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR        9    TAHUN  2023

TENTANG

NO. JENIS MUATAN SATUAN

 TARIF 

ANGKUTAN    

(Rp.) 

 ATJP 

(Rp.) 

TOTAL TARIF             

(Rp.) 
KET

1 2 3 4 5 6 7
I PENUMPANG EKONOMI

- Dewasa Orang 45,000             3,000      48,000            

- Bayi Orang 3,900               900         4,800              

II KENDARAAN

Golongan   I Unit 54,910             3,090      58,000            

Golongan   II Unit 113,300           3,700      117,000           

Golongan   III Unit 193,590           7,410      201,000           

Golongan   IV :

- Kendaraan Penumpang Unit 1,144,125         22,875     1,167,000        

- Kendaraan barang Unit 1,005,605         13,395     1,019,000        

Golongan   V :

- Kendaraan Penumpang Unit 1,743,180         56,820     1,800,000        

- Kendaraan barang Unit 1,905,100         24,900     1,930,000        

Golongan   VI :

- Kendaraan Penumpang Unit 3,265,605         100,395   3,366,000        

- Kendaraan barang Unit 2,728,445         36,555     2,765,000        

Golongan   VII : Unit 3,778,145         42,855     3,821,000        

Golongan   VIII : Unit 5,554,805         54,195     5,609,000        

Golongan   IX : Unit 7,836,205         66,795     7,903,000        

A. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN LUWUK - SAIYONG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

EKONOMI DALAM PROVINSI



NO. JENIS MUATAN SATUAN

 TARIF 

ANGKUTAN    

(Rp.) 

 ATJP 

(Rp.) 

TOTAL TARIF             

(Rp.) 
KET

1 2 3 4 5 6 7
I PENUMPANG EKONOMI

- Dewasa Orang 98,000             3,000      101,000           

- Bayi Orang 9,100               900         10,000            

II KENDARAAN

Golongan   I Unit 163,910           3,090      167,000           

Golongan   II Unit 294,300           3,700      298,000           

Golongan   III Unit 422,590           7,410      430,000           

Golongan   IV :

- Kendaraan Penumpang Unit 1,880,125         22,875     1,903,000        

- Kendaraan Barang Unit 1,623,605         13,395     1,637,000        

Golongan   V :

- Kendaraan Penumpang Unit 3,027,180         56,820     3,084,000        

- Kendaraan Barang Unit 2,520,100         24,900     2,545,000        

Golongan   VI :

- Kendaraan Penumpang Unit 4,907,605         100,395   5,008,000        

- Kendaraan Barang Unit 4,345,445         36,555     4,382,000        

Golongan   VII : Unit 5,282,145         42,855     5,325,000        

Golongan   VIII : Unit 8,064,805         54,195     8,119,000        

Golongan   IX : Unit 9,322,205         66,795     9,389,000        

B. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN LUWUK - BANGGAI



NO. JENIS MUATAN SATUAN

TARIF 

ANGKUTAN    

(Rp.)

ATJP 

(Rp.)

TOTAL TARIF             

(Rp.) 
KET

1 2 3 4 5 6 7
I PENUMPANG EKONOMI

- Dewasa Orang 19,200             1,800    21,000            

- Bayi Orang 1,400               600       2,000              

II KENDARAAN

Golongan   I Unit 24,110             1,890    26,000            

Golongan   II Unit 44,500             2,500    47,000            

Golongan   III Unit 95,790             6,210    102,000           

Golongan   IV :

- Kendaraan Penumpang Unit 250,385           15,615   266,000           

- Kendaraan Barang Unit 259,201           9,999    269,200           

Golongan   V :

- Kendaraan Penumpang Unit 471,840           36,360   508,200           

- Kendaraan Barang Unit 479,904           17,496   497,400           

Golongan   VI :

- Kendaraan Penumpang Unit 783,865           63,135   847,000           

- Kendaraan Barang Unit 804,993           25,407   830,400           

Golongan   VII : Unit 844,033           29,367   873,400           

Golongan   VIII : Unit 1,177,905         36,495   1,214,400        

Golongan   IX : Unit 1,701,985         44,415   1,746,400        

C. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN BANGGAI - BONITON



NO. JENIS MUATAN SATUAN

TARIF 

ANGKUTAN    

(Rp.)

ATJP (Rp.)
TOTAL TARIF             

(Rp.) 
KET

1 2 3 4 5 6 7
I PENUMPANG EKONOMI

- Dewasa Orang 112,000           3,000        115,000           

- Bayi Orang 10,100             900          11,000            

II KENDARAAN

Golongan   I Unit 165,910           3,090        169,000           

Golongan   II Unit 300,300           3,700        304,000           

Golongan   III Unit 388,590           7,410        396,000           

Golongan   IV :

- Kendaraan Penumpang Unit 2,009,810         23,190      2,033,000        

- Kendaraan Barang Unit 1,686,290         13,710      1,700,000        

Golongan   V :

- Kendaraan Penumpang Unit 3,294,865         57,135      3,352,000        

- Kendaraan Barang Unit 2,936,785         25,215      2,962,000        

Golongan   VI :

- Kendaraan Penumpang Unit 5,475,290         100,710    5,576,000        

- Kendaraan Barang Unit 5,114,130         36,870      5,151,000        

Golongan   VII : Unit 5,995,830         43,170      6,039,000        

Golongan   VIII : Unit 9,423,490         54,510      9,478,000        

Golongan   IX : Unit 10,772,890       67,110      10,840,000      

ttd

D. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN WAKAI - TOBOLI

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA



BA =  8.500 BA =  52.500 BA =  123.500 BA =  50.000 BA =  150.000 BA =  200.000 BA =  290.000 BA =  130.000 BA =  150.000 BA =  200.000 BA =  255.000 BA =  200.000 BA =  210.000 BA =  250.000 BA =  300.000

BB =  6.500 BB =  40.000 BB =  89.000 BB =  24.000 BB =  95.500 BB =  140.000 BB =  220.000 BB =  72.000 BB =  95.000 BB =  140.000 BB =  185.000 BB =  127.000 BB =  160.000 BB =  180.000 BB =  210.000

BA =  79.000 BA =  171.000 BA =  171.000 BA =  175.000 BA =  250.000 BA =  380.000 BA =  137.000 BA =  172.000 BA =  259.000 BA =  328.000 BA =  228.000 BA =  283.000 BA =  327.000 BA =  372.000

BB =  60.500 BB =  131.500 BB =  131.500 BB =  134.000 BB =  192.500 BB =  299.000 BB =  105.000 BB =  132.000 BB =  199.000 BB =  252.500 BB =  175.500 BB =  218.000 BB =  252.000 BB =  286.000

BA =  101.500 BA =  105.000 BA =  95.000 BA =  177.000 BA =  257.000 BA =  140.000 BA =  175.500 BA =  262.500 BA =  308.000 BA =  232.500 BA =  287.000 BA =  331.000 BA =  367.000

BB =  75.000 BB =  78.000 BB =  73.500 BB =  136.000 BB =  198.000 BB =  108.000 BB =  135.000 BB =  202.000 BB =  237.000 BB =  179.000 BB =  221.000 BB =  255.000 BB =  282.500

BA =  157.000 BA =  92.000 BA =  88.500 BA =  211.000 BA =  238.000 BA =  273.000 BA =  360.000 BA =  429.000 BA =  329.000 BA =  384.000 BA =  428.000 BA =  464.000

BB =  121.000 BB =  71.000 BB =  68.000 BB =  162.000 BB =  183.000 BB =  210.000 BB =  277.000 BB =  330.000 BB =  253.000 BB =  295.500 BB =  329.000 BB =  357.000

BA =  134.000 BA =  179.500 BA =  319.000 BA =  80.500 BA =  116.000 BA =  204.000 BA =  248.000 BA =  172.000 BA =  227.000 BA =  270.500 BA =  307.000

BB =  103.000 BB =  138.000 BB =  244.500 BB =  62.000 BB =  89.000 BB =  157.000 BB =  191.000 BB =  132.000 BB =  174.500 BB =  208.000 BB =  236.000

BA =  48.000 BA =  186.000 BA =  213.000 BA =  247.000 BA =  337.000 BA =  381.000 BA =  304.000 BA =  360.000 BA =  403.000 BA =  439.000

BB =  37.000 BB =  143.000 BB =  164.000 BB =  190.000 BB =  259.000 BB =  293.000 BB =  234.000 BB =  277.000 BB =  310.000 BB =  338.000

BA =  139.000 BA =  230.000 BA =  310.000 BA =  370.000 BA =  450.000 BA =  352.000 BA =  407.000 BA =  449.000 BA =  482.000

BB =  107.000 BB =  200.000 BB =  227.000 BB =  294.000 BB =  348.000 BB =  271.000 BB =  313.000 BB =  346.000 BB =  374.000

BA =  397.000 BA =  433.000 BA =  520.000 BA =  590.000 BA =  478.000 BA =  545.000 BA =  587.000 BA =  624.000

BB =  306.000 BB =  333.000 BB =  400.000 BB =  454.000 BB =  376.000 BB =  419.000 BB =  452.000 BB =  480.000

BA =  35.000 BA =  122.000 BA =  168.000 BA =  91.000 BA =  147.000 BA =  190.000 BA =  226.000

BB =  27.000 BB =  94.000 BB =  129.000 BB =  70.000 BB =  113.000 BB =  146.000 BB =  174.000

BA =  87.000 BA =  132.000 BA =  118.000 BA =  173.000 BA =  217.000 BA =  243.000

BB =  67.000 BB =  102.000 BB =  91.000 BB =  133.000 BB =  167.000 BB =  195.000

BA =  208.000 BA =  205.000 BA =  261.000 BA =  304.000 BA =  338.000

BB =  160.000 BB =  158.000 BB =  201.000 BB =  234.000 BB =  262.000

BA =  206.000 BA =  260.000 BA =  305.000 BA =  340.000

BB =  159.000 BB =  158.000 BB =  235.000 BB =  263.000

BA =  80.000 BA =  100.000 BA =  135.000

BB =  62.000 BB =  76.000 BB =  104.000

BA =  44.000 BA =  80.000

BB =  34.000 BB =  62.000

BA =  12.500

BB =  9.500

Keterangan :

BA = Batas Atas

BB = Batas Bawah

ttd

0

TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN EKONOMI DALAM 

PROVINSI

146

223

199

291

364

0

0

0347

991

822

914

988

642

759 106

345

437

511

BUNGKU

383

475

549

390

483

556

605

342

417

289

381

455

604

721

553

645

719

AMPANA 365

518551533

PAGIMANA

BUOL 634 0

POSO 211

0

KOLONODLE 416

652

229

288

434

433

236

295

441

354

399

235

437

TENTENA 270 458 194

132TAMBU 114 0

149

155

0

OGOAMAS 269 0

PARIGI 70 0

KOTA RAYA 274

287

88

292

163

170

160

296

264

780 516 739 818 1049 572 575

135

81

312

359

417

566

640

512

59

205

281

153591

495

668

727

873

135

678 319

93

166 74

381 426

246683

756

440

513

SIGI TAMBU OGOAMAS PARIGI KOTA RAYA TOLI-TOLI

227

BUNTA 457

PALU 0

SIGI 18 0

0

TOLI-TOLI 402

0

420

225

302

534

531

617

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR        9       TAHUN 2023

TENTANG

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

BUOL POSO LUWUKTENTENA KOLONODALE BUNGKU AMPANA PAGIMANABUNTA

69 0

0

DAFTAR TARIF ANGKUTAN BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH KELAS EKONOMI AKDP

LUWUK 607 625

KM        Rp PALU



LAMPIRAN III 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR     9      TAHUN 2023 

TENTANG 

TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

EKONOMI DALAM PROVINSI 

 
 

 
TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT ANTAR 

KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI 

 
 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

ttd 

             RUSDY MASTURA                                                                                

 

No Trayek  
Jarak 

(Mil) 
Satuan  

Tarif  Selisih Ket 

Eksesting 

(Rp) 

Usulan 

Baru 
(Rp) 

Rp %   

1 Luwuk  -  Salakan  38 Rp/org 50.000 70.000 20.000 40% 
  

2 Luwuk  -  Banggai 78 Rp/org 100.000 130.000 30.000 30% 
  

3 Luwuk   -  Leme-Leme 19 Rp/org 40.000 50.000 10.000 25% 
  

4 Luwuk  -  Bolonan 26 Rp/org 50.000 60.000 10.000 20% 
  

5 Luwuk  -  Lumbi-Lumbia 36 Rp/org 50.000 70.000 20000 40% 
  



LAMPIRAN IV 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR    9    TAHUN 2023 

TENTANG 

TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

EKONOMI DALAM PROVINSI 

 

 

                                FORMAT KARTU PENGAWAS ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

 

ttd 

 

RUSDY MASTURA 

 



LAMPIRAN V 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR      9   TAHUN 2023 

TENTANG  

TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

EKONOMI DALAM PROVINSI 

 

 PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

A.  STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukuran/Jumlah Keterangan 

1. KEAMANAN      

 a. Identitas Pengguna 

Jasa 

Merupakan Identitas pengguna 

jasa yang melakukan pemesanan 
melalui aplikasi 

Untuk mengetahui 

identitas pengguna 
jasa. 

Ketersediaan Paling Sedikit memuat nama, 

nomor telepon pengguna 
jasa, tanggal perjalan dan 

asal/tujuan perjalanan. 

 

 b. Identitas Pengemudi Identitas pengemudi yang 

tercantum dalam aplikasi harus 

sesuai dengan pengemudi yang 

melayani. 

Sebagai identitas 

pengemudi agar 

diketahui 

pengguna jasa 

Ketersediaan Paling sedikit memuat nama, 

nomor telepon, dan SIM 

sesuai ketentuan. 

 

 c. Informasi Pengguna 

keamanan 

1. Terdapat informasi berisi alamat 

email, nomor telepon dan/atau 
SMS pengaduan didalam 

kendaraan. 

 

2. Terdapat fitur pengaduan pada 

aplikasi 
 

3. Terdapat fitur tombol darurat 

(panic button) pada aplikasi bagi 

pengemudi dan penumpang. 

 

Dipergunakan oleh 

penumpang dan 
pengemudi apabila 

terjadi gangguan 

keamanan pada 

saat pelayanan 

atau operasional. 

Ketersediaan Harus tersedia.  

 d. Kaca film Lapisan kaca pada kendaraan Untuk mengurangi 

cahaya matahari 
masuk secara 

langsung dan 

untuk keamanan 

Persentase 

kegelapan 

Paling gelap 40%  



 

2. KESELAMATAN      

 a. Pengemudi 

1). Kondisi Fisik 

Pengemudi dalam keadaan sehat 

fisik dan mental. 

Sebagai bukti 

pengemudi dalam 

kondisi sehat 

Sehat. Perusahaan angkutan sewa khusus 

wajib melakukan pemeriksaan 

harian terhadap kondisi kesehatan 

pengemudi sebelum 
mengemudikan kendaraan. 

 

 2). Kompetensi 1. Memiliki surat izin mengemudi 

(SIM) untuk umum sesuai 

golongannya. 

 

2. Pengemudi memiliki 

pengetahuan mengenali rute 
pelayanan dan tanggap 

darurat dalam pelayanan. 

Pengemudi 

mengerti etika 

berlalu lintas. 

Telah 

mengikuti 

pelatihan. 

Mengikuti pelatihan/ penyegaran 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

setahun. 

 

 3). Waktu Kerja dan 

jam istirahat. 

1. Waktu kerja bagi pengemudi 

paling lama 8 (delapan) jam 

sehari. 

2. Pengemudi wajib istrahat 
paling lama 30 (tiga puluh) 

menit setelah 

mengemudikan kendaraan 

setiap 4 (empat) jam 

berturut-turut. 

3. Dalam hal tertentu 
pengemudi dapat 

dipekerjakan paling lama 12 

(dua belas) jam sehari 

termasuk waktu istrahat 

selama 1 (satu) jam. 
4. Perusahaan aplikasi wajib 

mengingatkan pengemudi 

terkait dengan waktu kerja 

dan jam istirahat. 

Untuk menjaga 

agar kondisi 

pengemudi tetap 

prima 

Kondisi 

pengemudi 

prima 

Diterapkannya jam Istirahat 

pengemudi 

 

 b. Lampu Senter Alat bantu penerangan. Sebagai alat bantu 

penerangan pada 

saat darurat. 

Ketersediaan 

dan berfungsi 

dengan baik. 

Paling sedikit 2 (dua) unit.  

 



 c. Fasilitas Kesehatan Berupa kotak perlengkapan 

pertolongan pertama pada 
kecelakaan (P3K). 

Digunakan untuk 

penanganan darurat 
kecelakaan. 

Ketersediaan 

dan masih 
layak 

digunakan. 

Paling sedikit 1 (satu) kotak 

perlengkapan pertolongan 
pertama pada kecelakaan 

(P3K) berisi : 

1. Kassa steril; 

2. Plester perekat; dan 

3. Anti Septik. 

 

 d. Alat pemadam api ringan 
(APAR). 

Tabung pemadam api yang 
wajib diletakan didalam 

kendaraan. 

Memadamkan api 
dengan cepat ketika 

terjadi kebakaran. 

Ketersediaan 
dan masih 

layak 

digunakan. 

1 (satu) tabung dengan 
berat 1 (satu) kilogram. 

 

 e. Sabuk keselamatan Sabuk keselamatan paling 

sedikit 2 (dua) titik (jangkar) 

pada semua tempat duduk. 

Untuk menjamin 

keselamatan semua 

penumpang. 

Tersedia Terpasangnya sabuk 

keselamatan paling sedikit 

2 (dua) titik (jangkar) pada 

semua tempat duduk. 

 

 f. Pengecekan terhadap 
kendaraan yang akan 

dioperasikan. 

Prosedur pengecekan 
kelaikan kendaraan sebelum 

beroperasi oleh : 

a. Perusahaan angkutan 

sewa khusus 

melakukan 
pemeriksaan secara 

berkala; 

b. Pengemudi melakukan 

pemeriksaan ringan 

sebelum beroperasi 

 
 

Untuk memastikan 
bahwa kendaraan 

dalam kondisi siap 

guna operasi (SGO). 

SOP 
pemeriksaan. 

Harus tersedia untuk 
setiap kendaraan. 

Pengecekan 
dilakukan oleh 

petugas yang 

memiliki 

kompetensi 

untuk menjamin 
kendaraan laik 

operasi. 

 g. Asuransi kecelakaan Lalu 

lintas 

Merupakan kewajiban 

perusahaan angkutan sewa 

khusus dalam melaksanakan 

pelayanan angkutan. 

Untuk menjamin 

penggantian biaya 

yang diakibatkan 

karena adanya 

kecelakaan lalu lintas 
pada saat pelayanan. 

Mengikuti 

program 

asuransi 

kecelakaan 

lalu lintas. 

Bukti pembayaran program 

asuransi kecelakaan lalu 

lintas pada setiap 

kendaraan bagi : 1. 

Penumpang; dan 2. 
Pengemudi. 

 

 h. Umur kendaraan Batas maksimal umur 

kendaraan yg diizinkan untuk 

beroperasi 

Untuk mengutamakan 

keselamatan & 

kenyamanan 

penumpang dalam 

pelayanan.  

Umur 

maksimal 

Paling tinggi 5 (lima Tahun.  

 

 

 

 



 

 

3. KENYAMANAN      

 a.Kapasitas angkut 1. Jumlah penumpang 

sesuinkapasitas angkut. 

2. pengemudi tidak 

membawa orang selain 

penumpang yang memesan 

melalui aplikasi. 

Agar tersedia 

ruang gerak yang 

nyaman bagi 

penumpang pada 

saat berada dalam 

kendaraan. 

Jumlah 

penumpang 

terangkut. 

Paling tinggi 100% sesuai 

kapasitas angkut. 

 

 b.Fasilitas Utama 1). Pengatur suhu dan 
pengharum ruangan. 

Untuk 
memberikan 

kenyamanan 

kepada 

penumpang. 

1. Tesedia 
pengatur 

suhu 

udara; 

2. Tersedia 

pengharum 
ruangan 

1. Tersedia dan 
berfungsi dengan 

baik 

2. Suhu didalam 

kendaraan paling 

tinggi 25°c dan 
diberi pengharum 

ruangan 

 

 

 

  2). Bagasi Ruang khusus 

untuk menyimpan 

barang. 

Ketersediaan. harus tersedia.  

  3). Fasilitas kebersiahan Berupa tempat 

sampah dan/atau 

kantong kertas 

atau plastic. 

Ketersediaan. 1.1(satu) buah tempat 

sampah diletakan dibagian 

belakang pengemudi. 

2.Kantong kertas atau 

plastic sesuai dengan 

kapasitas tempat duduk. 

 

 c.Pakaian pengemudi Pakaian pengemudi sopan, 
bersih, dan wangi. 

Memakai kameja 
atau kaos brkerah, 

celana Panjang 

dan sepatu. 

Penggunaan. Harus digunakan.  

 

 

 

  



 

 d.Perilaku pengmudi Berprilaku ramah dan 

sopan. 

Berupa senyum, 

salam, sapa dan 

sopan. 

Terlaksana. Harus dilaksanakan  

 e.Fasilitas Tambahan 1). Sarana Audio Visual 
ditempatkan diruang 

penumpang. 

Sebagai sarana 

hiburan untuk 
penumpang. 

Ketersediaan. Tersedia paling sedikit 1 

(satu). 

 

  2). Fasilitas pengisian baterai 
telepon seluler. 

Berupa socket 
pengisi daya 

baterai. 

Ketersediaan. Harus tersedia.  

 f.Larangan Merokok Berupa stiker dengan tulisan 

“dilarang merokok”. 
Memberikan 

kenyamanan 

kepada 

penumpang. 
 

Ketersediaan.  Harus tersedia .  

4. KETERJANGKAUAN      

 a. Aksesibilitas. Memberikan pelayanan 

sesuai dengan rute 

perjalanan yang tercantum 

didalam aplikasi atau sesuai 

permintaan penumpang. 

Untuk 

memberikan 

kepastian 

pelayanan kepada 

penumpang 

sampai tujuan. 

Menurunkan 

penumpang sesuai 

pemesanan pada 

aplikasi atau 

permintaan 

penumpang 

Mematuhi ketentuan  

 b. Tarif Menerapkan tarif sesuai tarif 

batas atas dan tarif batas 

bawah. 

Untuk 

memberikan 

kepastian 

pelayanan kepada 

penumpang sesuai 

dengan tarif yang 
telah ditetapkan. 

Tidak menerapkan 

tarif dibawah tarif 

batas bawah dan 

diatas tarif batas 

atas. 

Mematuhi ketentuan.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



5. KESETARAAN      

 a. Pelayanan Prioritas. Pemberian prioritas 

naik/turun kendaraan. 

Diberikan bagi 

penumpang 

penyandang cacat, 
manusia usia 

lanjut, anak-anak, 

maupun wanita 

hamil. 

Kemudahan. Harus terlayani  

 b. Fasilitas aksesibilitas. Membantu penumpang 

untuk naik dan turun 

kendaraan. 

Untuk 

memberikan 

kemudahan bagi 
penumpang 

penyandang cacat , 

manusia usia 

lanjut anak-anak, 

maupun wanita 
hamil. 

Kemudahan.  Harus terlayani  

6. KETERATUTRAN      

 Waktu pelayanan Memberikan pelayanan 

sesuai dengan pemesanan. 

Menjamin 

kepastian waktu 

penjemputan 

kepada pemesan. 

Ketepatan waktu 

penjemputan. 

Terlayani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. DAFTAR WILAYAH OPERASI, RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN  

 
 

NO 

 

WILAYAH OPERASI KUOTA 

(UNIT) 

 

ALOKASI (UNIT) 

 

BESARAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 5 

1. KOTA PALU 900 800  

 

 

 

a. Tarif Batas Atas 

Rp. 8000/ Kilometer 

 

b. Tarif Batas Bawah 

Rp. 3.500/Kilometer 

 

 

 

Catatan : 

Tarif berlaku pada semua Wilayah 

Operasi 

2. KABUPATEN SIGI 180 150 

3. KABUPATEN DONGGALA 180 150 

4. KABUPATEN PARIGI MOUTONG 50 50 

4. KABUPATEN POSO 50 50 

6. KABUPATEN TOLITOLI 50 50 

7. KABUPATEN BUOL 40 40 

8. KABUPATEN TOJO UNA-UNA 50 50 

9. KABUPATEN MOROWALI UTARA 50 50 

10. KABUPATEN MOROWALI 50 50 

11. KABUPATEN  BANGGAI 60 60 

12. KABUPATEN BANGGAI LAUT 20 20 

13. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 20 20 

    

JUMLA
H 

1.700           1.540 

 

 



 
C. PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

1. PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

SEWA KHUSUS 

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *) 

Alamat lengkap      Nomor Telepon    

Nomor  : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 

Perihal  :   1 (satu) berkas 

Permohonan Pembaruan Masa  Yth. Kepada 

Berlaku Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Sewa Khusus Pelayanan  

………… 

                di- 

                                                                                                            …… 

       

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, dan Pasala 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Angkutan Jalan, Bersama ini kami dari PT./Koperasi ………… mengajukan 

Permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 

Khusus Pelayanan ……, dengan data sebagai berikut: 

a. Keterangan Pemohon 

1) Nama Perusahaan   :  ………………………………… 

2) Nama Pimpinan Perusahaan  :  ………………………………… 

3) Alamat Perusahaan Lengkap Termasuk:  

a) Nomor Telepon dan Faksimili :  ………………………………… 

b) E-mail    :  ………………………………… 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 

1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan  : ………………………… 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan : ………………………… 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Izin   : ………………………… 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan  

Keputusan Izin     : ………………………… 

5) Jumah Kendaraan yang Diizinkan  : ……………… Unit 

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/Kartu Pengawasan 

telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan unttuk dapat 

memberikan pelayanan angkutan dimaksud. 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen 

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Surat permohonan pembaruan masa berlaku izin; 

b. Salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki; 

c. Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama 

perusahaan;dan 

d. Laporan pelayanan angkutan sewa khusus. 

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk 

menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk 

melaksanakan semua ketentuan dan izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih. 

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI 

…………………………………………. 

 ………………………………………… 

Tembusan:        (Nama Jelas) 

1.   .……; 

2.   …….; 

3.   dst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Materai 

Rp. 10.000,- 



 
2.  PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

SEWA KHUSUS 

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *) 

Alamat lengkap      Nomor Telepon    

Nomor  : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 

Perihal  :   1 (satu) berkas 

Permohonan Pembaruan Masa  Yth. Kepada 

Berlaku Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Sewa Khusus Pelayanan  

………… 

                di- 

                 ……… 

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bersama ini 

kami dari UMKM …………  ini kami mengajukan Permohonan pembaharuan masa 

berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan ……, dengan data 

sebagai berikut: 

a. Keterangan Pemohon 

1) Nama Perusahaan    :  …………………………… 

2) NPWP      :  …………………………… 

3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil : ……………………………. 

4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil :  …………………………… 

 
b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 

1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan  : …………………………….. 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan : ……………………………. 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin : ……………………………. 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan  

Keputusan Izin     : ………………………… 

5) Jumah Kendaraan yang Diizinkan  : ……………… Unit 

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/Kartu Pengawasan 

telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan unttuk dapat 

memberikan pelayanan angkutan dimaksud. 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen 

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Surat permohonan pembaruan masa berlaku izin; 

b. Salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah 

dimiliki; 

c. Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama 

perusahaan;dan 

d. Laporan pelayanan angkutan sewa khusus. 

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk 

menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk 

melaksanakan semua ketentuan dan izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih. 

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI 

…………………………………………… 

  

 

………………………………………….. 

Tembusan:        (Nama Jelas) 

1.   .……; 

2.   …….; 

3.   dst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Materai 

Rp. 10.000,- 



 
3. PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN 

ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

PERMOHONAN PENERTIBAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

DAN KARTU PENGAWASAN 

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *) 

Alamat lengkap      Nomor Telepon    

Nomor  : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 

Perihal  :   1 (satu) berkas 

      Permohonan persetujuan   Yth. Kepada 

      Penambahan Kendaraan pada 

      Izin Penyelenggaraan Angkutan 

      Sewa Khusus Pelayanan …….. 

                di- 

                    ……… 

 

1. Mengacu pada pasal 179 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bersama ini 

kami dari UMKM …………………………………….. mengajukan permohonan pembaruan 

masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ……., dengan data sebagai berikut: 

a. Kendaraan Pemohon 

1) Nama Pemohon :  ……………………………………  

2) NPWP :  …………………………………… 

3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro  

dan Kecil :  …………………………………… 

4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro 

dan Kecil :  …………………………………… 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 

1) Nomor SK izin Penyelenggaraan  :  ……………………. 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :  ……………………. 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan   

Izin      :  ……………………. 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan 

Keputusan Izin     :  ……………………. 

5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan  :  ……………Unit 

2. Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah penambahan 

kendaraa yang akan dioperasikan adalah: 

No Jenis Pelayanan Jumlah Kendaraan Kapasitas (orang) 

    

 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen  

Untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Laporan pelayana Angkutan Sewa Khusus yang dilayani; 

b. Surat permohonan penambahan kendaraan; dan 

c. Salinan Surat Keputusan penyeleggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah 

dimiliki. 

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani 

Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan Serta sanggup untuk melaksanakan 

semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat-

selambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui. 

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapan terima kasih. 

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI 

…………………………………………… 

  

 

………………………………………….. 

Tembusan: (Nama Jelas) 

1. ……………….; 

2. ……………… ; 

3. dst 

 

 

 

 

    Materai 

Rp. 10.000,- 



 
4.  PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

SEWA KHUSUS 

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *) 

Alamat lengkap      Nomor Telepon    

Nomor  : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 

Perihal  :   1 (satu) berkas 

Permohonan Penggantian Dokumen  Yth. Kepada 

Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa  

Khusus Karena Hilang/Rusak  

………… 

                di- 

 

             ……… 

1. Mengacu pada Pasal 179 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 

Tentang Angkutan Jalan, Bersama ini kami dari PT/Koperasi ……………... 

Mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Sewa Khusus Pelayanan ……. Dikarenakan hilang/rusak, dengan data 

sebagai berikut: 

a. Keterangan Pemohon 

1) Nama Perusahaan   :  ………………………………... 

2) Nama Pimpinan Perusahaan  :  ………………………………... 

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

4) Akta Pendirian dan Perubahaannya :  ………………………………... 

(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) 
5) Pengesahan Menteri Hukum dan :  ………………………………... 

Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) 

6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk 

a) Nomor Telepon dan Faksimili :  ………………………………... 

b) E-mail    :  ………………………………... 

7) Alamat Pool/Usaha Lengkap Termasuk : 

a) Luas Area Parkir Armada  :  ………………………………... 

b) Nomor Telepon dan Faksimili :  ………………………………... 

c) E-mail    :  ………………………………... 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 

1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan  :  ……………………… 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :  ……………………… 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan  :  ……………………… 

Izin 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan  :  ……………………… 

Keputusan Izin 

5) Jumlah Kendaraan yang diizinkan  :  ……………… Unit 

2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada 

Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk 

memenuhi kelengkapan sesuai atruan yang berlaku. 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokume 

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Surat permohonan pengggantian dokumen yang hilang atau rusak; 

b. Salinan surat keputusan izin penyelanggaraan Angkutan Sewa Khusus yang 

telah dimiliki dan masih berlaku; 

c. Surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman 

terhadap dokumen yang hilang di media masaa; 

d. Melampirkan bukti dokumen yang rusak. 

 

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimaksih. 

 

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI 

…………………………………………… 

  

………………………………………….. 

Tembusan:        (Nama Jelas) 

1.  ………………; 

2.  ………………: 

3.  dst 

 

    Materai 

Rp. 10.000,- 



 
5.  PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

SEWA KHUSUS 

 

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *) 

Alamat lengkap      Nomor Telepon    

Nomor  : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 

Perihal  :   1 (satu) berkas 

Permohonan Penggantian Dokumen  Yth. Kepada 

Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa  

Khusus Karena Hilang/Rusak  

………… 

                di- 

 

             ……… 

1. Mengacu pada Pasal 179 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bersama ini kami dari UMKM  ……………... 

Mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 

Khusus Pelayanan ……. Dikarenakan hilang/rusak, dengan data sebagai berikut: 

a. Keterangan Pemohon 

1) Nama Perusahaan    :  …………………………… 

2) NPWP      :  …………………………… 

3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil : ……………………………. 

4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil :  …………………………… 

 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 

1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan  : …………………………….. 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan : ……………………………. 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin : ……………………………. 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan  

Keputusan Izin    : ………………………… 

5) Jumah Kendaraan yang Diizinkan  : ……………… Unit 

2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian 

Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan 

sesuai atruan yang berlaku. 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokume untuk 

melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Surat permohonan pengggantian dokumen yang hilang atau rusak; 

b. Salinan surat keputusan izin penyelanggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki 

dan masih berlaku; 

c. Surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap 

dokumen yang hilang di media masaa; 

d. Melampirkan bukti dokumen yang rusak. 

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimaksih. 

 

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI 

…………………………………………… 

  

 

………………………………………….. 

Tembusan:        (Nama Jelas) 

1.  ………………; 

2.  ………………: 

3.  dst 

    Materai 

Rp. 10.000,- 



 

 

  6.  PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA 

KHUSUS 

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *) 

Alamat lengkap      Nomor Telepon    

Nomor : 
Klasifikasi : 
Lampiran : 1 (Satu) berkas 
Perihal  : Permohonan Penggantian dokumen Izin  Yth. Kepada 
    Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus  ………………….. 
    Karena Hilang/Rusak 
    Pelayanan…………….     di- 
         …………… 
 

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bersama ini 
Kami dari UMKM 
……………………………………………………………………………………………………… 

 Mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Sewa Khusus Pelayanan ……………..dikarenakanan hilang/rusak, dengan 
data sebagai berikut  : 
a. Keterangan Pemohon 

1) Nama Pemohon : ...........................………………………… 
2) NPWP : ……………………………………………… 
3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro 

dan Kecil : ……………………………………………… 
4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro 

dan Kecil : ……………………………………………… 
 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 
1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan  : ……………………………………..... 
2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan: ……………………………………….. 
3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan  

Izin  : ……………………………………….. 
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan   : …………………………….…….….. 

Keputusan Izin  : ……………………………………….. 
5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan  : ………………………………….Unit 

 
2. Telah kami laporkan kehilanagan atau kerusakan dokumen atau kerusakan dokumen  

izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkam di Media 

massa untuk memnuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku. 

 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbngan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk 

melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak; 

b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah 

dimiliki dan masih berlaku; 

c. Surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman 

terhadap dokumen yang hilang dimedia massa; 

d. Melampirkan bukti dokumen yang rusak. 

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, Kami ucapkan terima kasih. 

 

     NAMA PEMOHON                     

                                                                            …………………………… 

  

Tembusan: (Nama Jelas) 

1.  ………………; 

2.  ………………: 

3.  dst   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Materai 
Rp. 10.000,- 



 

 

7.  PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS  PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 
 

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *) 
 
Alamat lengkap_                                                                                                  Nomor 
Telepon………………. 
Nomor : 
Klasifikasi : 
Lampiran : 1 (Satu) berkas 
Perihal  : Permohonan Perubahan Pengurus   Yth. Kepada 
    Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan 
    Sewa Khusus Pelayanan……………..                              ………………….. 
         di- 
                 …………… 
 

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Angkutan Jalan , Bersama ini Kami dari 
PT/Koperasi………………………………………  

 Mengajukan permohonan untuk perubahan pengurus perusahaan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

Pelayanan…………………………………………………, dengan data sebagai berikut  : 
a. Keterangan Pemohon 

1. Nama Perusahaan : .................................……………………… 
2. Nama Pimpinan Perusahaan : …..……………………………………………… 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : …………………………………………………. 
4. Akta Pendirian dan Perubahannya : …………………………………………………. 

(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)  
5. Pengesahan Menteri Hukum dan : ………………………………………………. 

Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) 
6. Alamat Perusahaan Lengkap termasuk : 

a) Nomor Telepon dan Faksimili : ………………………………………………. 
b) E-mail : ………………………………………………. 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 
1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan  :   ………………………………..……….... 
2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:  ………………………………..…………. 
3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan  

Izin  :   …………………………………….……. 
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan   :   ……………………………………..…... 

Keputusan Izin  :   ………………………………………….. 
5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan  :   ……………………………………….Unit 

2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon 

kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 

Khusus ………………..yang kami miliki. 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbngan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk 

melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir; 

b. Salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan; 

d. Salinan Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang; 

e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh 

kewajiban sebagai  pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 

f. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

 

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan teima kasih. 

 

                  PIMPINAN 

PERUSAHAAN/KOPERASI 

                                                                                  ……………………… 

  

                                                                                                           

 

                                                                                      ………………………. 

                                                                                   (Nama Jelas)                               

 

Tembusan : 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. Dst. 

 

    Materai 
Rp. 10.000,- 



 

 

8.  PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN KENDARAAN PADA 

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 
 

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *) 

 

Alamat lengkap_                                                                                                  Nomor 

Telepon………………. 
Nomor : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 1 (Satu) berkas 

Perihal  : Permohonan Penggantian Kendaraan   Yth. Kepada 

    Atau Peremajaan Kendaraan pada  

   Izin Penyelenggaraan Angkutan  Sewa 
                               Khusus Pelayanan……………..                                             

………………….. 

         di- 

         …………… 

 
1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan , Bersama ini Kami dari 

PT/Koperasi………………………………………  

 Mengajukan permohonan untuk Penggantian kendaraan atau peremajaan 

kendaraan pasa Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 
Pelayanan…………………………………………………, dengan data sebagai 

berikut  : 

       Bersama ini sebagai bahan pertimbngan disampaikan 1 (satu) berkas 

dokumen untuk          melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Keterangan Pemohon 

1. Nama Perusahaan : .....................………………………… 

2. Nama Pimpinan Perusahaan : …………………………………..……… 

3. Alamat Perusahaan Lengkap termasuk : 

a) Nomor Telepon dan Faksimili :…………………………………..…….. 
b) E-mail : …………………….……………………. 

4. Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :  …………………………………. 

a) Luas Areal Parkir Armada : ……………………………………………. 

b) Nomor Telepon dan Faksimili : ………………………………………… 

c) Email : ……………………………………………. 

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan 
1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan: ………………………....................... 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan: ……..………………………….. 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan  

Izin  : ………………………………………. 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan  : …..………………………………….. 
Keputusan Izin  :……………………………………….. 

5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : …………………………….Unit 

2. PelayananAngkutan Orang Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah 

kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah : 

No Jenis Pelayanan Jumlah Kendaraan Kapasitas 

(orang) 

    

 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1(satu) berkas 
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 

b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan 

pengganti; 

c. Salinan Kartu pengawasan Kendaraan yang diganti; 

 
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapa, kami ucapkan terima 

kasih. 

 

                  PIMPINAN 

PERUSAHAAN/KOPERASI 

                                                                                 ………. ……………………… 

  

Tembusan : 

1. ………………… 

2. ………………… ………………………. 

3. Dst.         (Nama Jelas) 

                                                                           

    Materai 

Rp. 10.000,- 



 

 

  

9. PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN  KENDARAAN PADA 
IZIN PENYELENGGRAAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

 

USAHA MIKRO KECIL MENEGAH *) 

Alamat Lengkap                                                                                                    Nomor 

Telepon 
 

Nomor : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan Yth.  Kepada 

  Atau Peremajaan Kendaraan pada         …….. 
  Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa  

  Khusus Pelayanan          di,- 

     ………. 

1. Mengacu pada pasal 179 Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan Jalan, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregritas Secara 

Elektronik, bersama ini kami dari UMKN……………………………., mengajukan 

permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada 

Izin Penyelenggraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan………..., dengan data 

sebagai berikut : 

a. Keterangan Pemohon  
1) Nama Pemohon                                            :………………………….. 

2) NPWP                                                           :…………………………. 

3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro                     :…………………………. 

Dan Kecil 

4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro                     : ………………………… 
Dan Kecil                                                     :………………………… 

 

b. Keterangan Izin Pnyelenggraan           

1) Nomor SK Izin Penyelenggraan                     ;…………………………. 

2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan        :…………………………. 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin   :…………………………. 
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Izin          :…………………………. 

5) Jumlah Kendaraan yang diizinkan               :……………….…….Unit 

  

2. Pelayanan Angkutan Orang sewa Khusu yang akan dilayani dan jumlah 

kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah : 
 

No Jenis Pelayanan Jumlah Kendaraan Kapasitas (orang) 

 

 

   

 

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas 

dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : 

a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggraan Angkutan Sewa Khusu ; 

b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan   
pengganti ; 

c. Salinan kartu pengawasan kendaraana yang diganti. 

 

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak, kami ucapkan 

terima kasih. 
 

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI 

…………………………………… 

Materai 

Rp. 10000,- 

Tembusan : (Nama Jelas)      ……………….. 
1. …………………       (Nama Jelas)   

2. ………………… 

3. dst 

 

                                                                                                              

 



 

 

10.  PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

 
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN) 

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *) 

 

Alamat lengkap Nomor telepon 

Nomor : 

Klasifikasi : 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Permohonan Pembukaan Cabang Yth.  Kepada 

  Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan         …….. 

  Sewa Khusus Pelayanan          di,- 

     ………. 
 

1. Mengacu pada pasal 179 Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 

74Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Bersama ini kami dari Pt/ 

Koperasi……mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang 

perusahaan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pelayanan…..,dengan 
data sebagai berikut : 

a. Keterangan pemohon 

1) Nama Perusahaan                                   

:…………………………………… 

2) Nama Pimpinan Perusahaan                   :………………………………….. 
3) Akta Pendirian dan Perubahannya 

(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)    :…………………………………. 

4) Pengesahan Menteri Hukum dan           :…………………………………. 

Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) 
5) Alamat perusahaan lengkap termasuk   :………………………………….. 

a) Nomor telepon dan Faksimili          :…………………………………. 

b) E-mail 
6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk  :………………………………….. 

a) Nomor Telepon dan Faksimili  :……………………………… 

b) E-mail                                              :………………………………… 

7) Alamat Pool/Usaha cabang termasuk   :………………………………… 

a) Luas Areal Parkir Armada              :………………………………… 
b) Nomor Telepon dan Faksimili        :………………………………… 

c) E-mail                                              :………………………………… 

2. Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah 

kendaraan yang   akan dioperasikan adalah : 

 

No Jenis Pelayanan Jumlah Kendaraan Kapasitas (orang) 

  

 

  

 
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbanagan disampaikan 1 (satu) berkas 

dokumen untuk melengkapi permohonana dimaksud yang terdiri dari : 

a. Akta pendirian badan hukum dan / atau perubahan terakhir ; 

b. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia ; 
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum ; 

f. Surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang ; 

 
 



 

 

g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

sebagai pemegang izin penyelenggaraaan angkutan umum tidak dalam 
trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan : 

h.   Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan / atau bekerjasama dengan 

pihak lain yang mampu  menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan 

bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan : 

i.   Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan 

Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi : 
j.  Memiliki dan / atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang 

memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah 

kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat keterangan dari 

pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan 

kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki: 
k. Terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan 

penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan 

Orang dengan Tujuan Tertentu ; dan 

l.    Rencana bisnis (business Plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan 

dalam bentuk dokumen. 

4. Dalam hal permohonan kami disetujui, kami bersedia untuk menandatangi 
Surat Perjanjian / Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk 

melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraaan Angkutan Sewa 

Khusu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini 

disetujui. 

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak, kami ucapkan 
terima kasih.   

  

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI 

……………………………………………… 

Materai 

Rp. 10000,- 

Tembusan : (Nama Jelas) 

1. ………………… 

2. ………………… 

3. Dst 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

      11. PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGRAAN 

ANGKUTAN SEWA KHUSUS 
 

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIZN PENYELENGGRAAN ANGKUTAN  

DAN KARTU PENGAWASAN 

 

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *) 

 
Alamat lengkap Nomor telepon 

Nomor : 

Klasifikasi : 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Permohonan Persetujuan Yth.  Kepada 
  Penambahan Kendaraan pada         …….. 

  Izin Penyelenggraan Angkutan 

                        Sewa Khusus Pelayanan

                                                                                           di,- 

     ………. 

1. Mengacu pada pasal 179 Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 

74Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT. / 

Koperasi……mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada 

izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pelayanan………,dengan data 

sebagai berikut : 
a. Keterangan pemohon 

1)  Nama Perusahaan                                   :……………………….. 

2)  Nama Pimpinan Perusahaan                   :………………………… 

3)  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)           :………………………… 

4)  Alamat Perusahaan Lengkap termasuk 

a) Nomor Telepon dan Faksimili            :………………………………… 
b).  E-mail                                              :………………………………... 

5) Alamat Pool / Usaha Lengkap termasuk 

a) Luas Areal Parkir Armada           :……………………………….. 

b) Nomor telepon dan Faksimili 

b. Keterangan Izin Peyelenggaraan 
1) Nomor SK Izin Penyelnggraan                :……………………………….. 

2) Masa Berlaku Sk Izin Penyelenggraan   :………………………………… 

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan 

Izin                                                        :……………………………….. 

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan 

Keputusan Izin                                      :………………………………. 
5) Jumlah Kendaraan yang diiznkan         :……………….………....Unit 

 

2.     Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah 

kendaraan yang   akan dioperasikan adalah : 

 

No Jenis Pelayanan Jumlah Kendaraan Kapasitas (orang) 

    

 
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satui) berkas 

dokumen untuk melengengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:  

a. Laporan pelayanan amgkutan sewa khusus yang dilayani; 

b. Surat permohonan penambahan kenderaan ; dan  

c. Salinan surat peputsan penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang 

telah dimiliki. 
 

 

 



 

 

4. Dalam permohonan ini kami dapat disetujui kami bersedia untuk 

menandatangani surat perjanjian atau kontrak layanan angkutan serta 
sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan 

angkutan angkutan sewa khusus selambat – lambatnya 6 (enam) bulan 

setelah permohonan ini disetujui. 

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak, kami ucapkan 

terima kasih.    

 

PIMPINAN PERUSAAN/KOPERASI 

   
…………………………………………………

…………………. 

 

 

 

 
 

 

 …………………………………………… 

 

    Tembusan; (nama jelas) 
1. ………………….. 

2. ………………….. 

Materai 

Rp. 10000,- 



 

 

 

D. CONTOH SURAT KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA 

KHUSUS 

 

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

KEPUTUSAN…………………………………………………………… 

NOMOR : ………………………………… 

TENTANG 

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

PELAYANAN ANGKUTAN……………………. 

 

MENTERI / GUBERNUR 

Menimbang        : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan  
sewa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan 

Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 

b. bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

diatas, perlu ditetapka dengan Keputusan …………………………. 
Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 5025); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tantang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhn 2014 Nomor 

260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku 

pada Kementerian Peerhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5668); 

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhuhungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) 

sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1012); 

  6. Peraturan Menteri perhubungan Nomor 

PM…..Tahun………Tentang  Penyelenggaraan Angkutan Sewa 

Khusus; 

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

PT/Koperasi/UMKM………….Tanggal………….; 

  2. dst…………………………….. 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN……………………………….TENTANG PEMBEKUAN IZIN 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PADA 

PELAYANANA ANGKUTAN………………………. 

 

PERTAMA : Berdasarkan hail evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan 

teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, 

diberikan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Kepada : 

  Nama Perusahaan/ UMKM  : 

  Nomor Induk Perusahaan/ UMKM : 

  Nama Pimpinan Perusahaan  : 

  Alamat Perusahaan   : 

 

KEDUA : Bahwa PT/ Koperasi/UMKM. …………………. Wajib melaksanakan 

tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sewa 

Khusus yang melayani angkutan ……………….. sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud 

pada dictum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berlaku 

sampai dengan tanggal ………………… 

KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan ini, maka 

Keputusan………………….Nomor…………..Tanggal………………. 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

        Ditetapkan di : Jakarta 

        Pada tanggal : 

   PEJABAT PEMBERI 

IZIN, 

         (…………………………) 

Tembusan : 

1. …………..; 

2. …………..; 

3. Dst



 

 

 

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

PELAYANAN ANGKUTAN………………….. 

PT/KOPERASI/UMKM…………………… 

 

No 
Urut 

Kode 
Kendaraan 

Tanda 
Nomor 

Kendaraan 

Nomor  
Uji 

Kendaraan 

Merek 
Kendaraan/Tipe 

Tahun Daya 
Angkut 
(Orang) 

AC/Non 
AC 

RS/Non 
RS 

Toilet/Non 
Toilet 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTOH 2 

KARTU ELEKTRONIK STANDAR LAYANAN 

   

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 

 

 

 
 

KARTU STANDAR PELAYANAN 

 

 NOMOR                           : 

 KODE PERUSAHAAN       : 
 NAMA PERUSAHAAN       : 

 MASA BERLAKU              : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. BENTUK DAN FORMAT PERINGATAN TERTULIS, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN 

IZIN PENYELENGGARAAN  

1. PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

Nomor : ……………….    …………., ……………….. 

Lampiran : ……………….. 

Perihal : Peringatan atas Pelanggaran  Kepada : 

  Izin Angkutan Sewa Khusus Yth. Pimpinan Perusahaan/UMKM 

  Pelayanan  di – 

    ………………….. 

 

1. Berdasarkan laporan yang di sampaikan oleh Dinas Perhubungan 

Provinsi/Kabupaten/Kota ……………………………… dengan surat nomor 

……………………tanggal………………………tentang pelanggaran yang di 

lakukan oleh Perusahaan/UMKM Saudara dalam pengoperasian armada 

untuk pelayanan yang berupa : 

a. Jenis Pelanggaran : 

b. Tanggal : 

c. Nomor Kendaraan : 

d. Akibat Pelanggaran : 

2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka terrtib 

administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa 

peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan 

serupa di masa yang akan dating. 

3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara. 

 

 

    PEMBERI IZIN, 

 

 

   (…………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

KEPUTUSAN: ……………………………………………. 

NOMOR   : …………………………… TAHUN………… 

 

TENTANG 

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

PELAYANAN……………………………………………. 

PT / KOPERASI / UMKM…………………………. 

 

MENTERI / GUBERNUR 

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 

48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan, di perlukan Pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi 

Administratif berupa Pembukuan izin Penyelenggaraan ; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 5025); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tantang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhn 2014 Nomor 

260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku 

pada Kementerian Peerhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5668); 

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhuhungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) 

sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1012); 

  6. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM…..Tahun……Tentang  

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran 

Penyelenggaraan Angkutan oleh 

PT/Koperasi/UMKM……………..Nomor………….Tanggal…………….

. 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN……TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN 

ANGKUTAN SEWA KHUSUS PELAYANAN…PT/KOPERASI 

 

PERTAMA : Menjatuhkan Sanksi administrasi kepada 

PT/KOPERASI/UMKM………………..berupa pembekuan izin 

penyelenggraan angkutan sewa khusus terhadap sebagian/seluruh 

kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa 

Khusus ini berlaku sejak tanggal…………….sampai dengan 

tanggal………………… 

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan provinsi sesuai domisili 

Perusahaan/UMKM angkutan,melaksanakan dan mengawasi 

keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan RI. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dapat di lakukan perubahan 

sebagaimana mewstinya. 

 

        Ditetapkan di : 

        Pada tanggal : 

       

  PEMBERI IZIN, 

 

 

   (…………………………) 

 

Tembusan : 

1.…………..; 

2.…………..; 

3.Dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

KEPUTUSAN: ……………………………………………. 

NOMOR   : …………………………… TAHUN………… 

 

TENTANG 

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

PELAYANAN……PT / KOPERASI / UMKM… 

 

MENTERI / GUBERNUR 

 

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 

48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan, di perlukan Pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi 

Administratif berupa Pembukuan izin Penyelenggaraan ; 

Mengingat        : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 5025); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tantang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhn 2014 Nomor 

260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Peerhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5668); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhuhungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaiman telah di 

ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 

6. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM…..Tahun………Tentang  

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 

 

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan 

Angkutan oleh PT/Koperasi/UMKM…….Nomor…….Tanggal……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN……TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN 

ANGKUTAN SEWA KHUSUS PELAYANAN…PT/KOPERASI 

 

PERTAMA : Menjatuhkan Sanksi administrasi kepada 

PT/KOPERASI/UMKM………………..berupa pembekuan izin 

penyelenggraan angkutan sewa khusus terhadap sebagian/seluruh 

Trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan provinsi sesuai domisili 

Perusahaan/UMKM angkutan,melaksanakan dan mengawasi 

keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dapat di lakukan perubahan 

sebagaimana mestinya.  

 

 

        Ditetapkan di : 

        Pada tanggal : 

            PEMBERI IZIN, 

 

 

        (…………………………) 

 

Tembusan : 

1.…………..; 

2.…………..; 

3.Dst 

 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

ttd 

 

RUSDY MASTURA 

 

 



LAMPIRAN VI 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
NOMOR     9     TAHUN 2023 
TENTANG 

TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 
EKONOMI DALAM PROVINSI 

 
 
 

DAFTAR WILAYAH OPERASI, RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN 

BERMOTOR UMUM DAN TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS 
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 
 

 

NO 
 

WILAYAH OPERASI 
KUOTA 

(UNIT) 

 

ALOKAS

I 

(UNIT) 

 

BESARAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 5 

1. KOTA PALU 900 800  

 
 
 
a. Tarif Batas Atas 

Rp. 8000/ Kilometer 

 
b. Tarif Batas Bawah 

Rp. 3.500/Kilometer 
 

 
 
Catatan : 

Tarif berlaku pada semua Wilayah 

Operasi 

2. KABUPATEN SIGI 180 150 

3. KABUPATEN DONGGALA 180 150 

4. KABUPATEN PARIGI MOUTONG 50 50 

4. KABUPATEN POSO 50 50 

6. KABUPATEN TOLITOLI 50 50 

7. KABUPATEN BUOL 40 40 

8. KABUPATEN TOJO UNA-UNA 50 50 

9. KABUPATEN MOROWALI UTARA 50 50 

10. KABUPATEN MOROWALI 50 50 

11. KABUPATEN  BANGGAI 60 60 

12. KABUPATEN BANGGAI LAUT 20 20 

13. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 20 20 

    

JUMLAH 1.700 1.540 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

 

ttd 

 

 

RUSDY MASTURA 

 


